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ABSTRAK

Ekosistem mangrove memiliki nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi yang besar.
Pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik karena masyarakat
belum menyadari betapa besarnya manfaat yang terkandung dalam sebuah hutan mangrove. Penelitian
ini bertujuan untukmengukur dan mengekspos manfaat pilihan dari aspek nilai keanekaragaman hayati
ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai keragaman hayati sebagai acuan
dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan circular
economy. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei—Juni 2021 menggunakan pendekatan analisis
deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode
yang digunakan untuk melihat nilai pilihan adalah metode benefit transfer dengan menilai perkiraan benefit
dari tempat lain, kemudian ditransfer untuk nilai manfaat dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove yang dinilai berdasarkan keanekaragaman
hayati di Desa Sidomulyo, KecamatanNgadirojo, dan di Teluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan
Pacitan dengan luas mangrove 7 ha adalah sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi manfaat
pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dijaga melalui pengelolaan yang
terintegrasi dengan aplikasi untuk memantauobjek pada hutan mangrove serta memantau hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove. Kegiatan pengelolaan
sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Konsep circular
economy digunakan agar nilai manfaat pilihan tidak berkurang dan dapat meningkatkan manfaat secara
sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan juga
meningkat.
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ABSTRACT

Mangrove ecosystems have great ecological and socio-economic benefits. The management
of mangrove forests on the coast of Pacitan Regency has not been going well because the community
has not realized the substantial benefit of a mangrove forest. This study aims to measure and expose
the benefits of the option value based on a biodiversity value of the mangrove ecosystem in the coastal
area of Pacitan Regency. The biodiversity value as a reference in preserving the coastal mangrove
ecosystem of Pacitan Regency is calculated based on the circular economy. The research was conducted
in May— June 2021 using a descriptive analysis approach. Data were collected from secondary data
related to the research. The method used to see the option value is the benefit transfer method by
assessing the estimated benefits from other places, then transferred to obtain the option value of benefits
from the environment. The results showed that the value of the selected economic option of mangrove
forests was assessed based on biodiversity in Sidomulyo Village, Ngadirojo District, and Pacitan Bay,
Sidoharjo Village, Pacitan District with an area of 7 ha of mangoves amounted to Rp1,018,470.00/ha/
year. The economic value of the option value in the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency
needs to be maintained through integrated management system with applications to monitor objects
in the mangrove forest and monitor the relationship between the government and the community as
mangrove ecosystem managers. Waste management activities need to be developed as well through
the application of 3R (reduce, reuse, and recycle). The circular economy concept is used so that the
value of the option benefits does not decrease and can increase the socio-economic and ecological
benefits so that the welfare of the coastal community of Pacitan Regency increases.
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PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki daerah pesisir
yang luas, salah satunya Kabupaten Pacitan.
Daerah pesisir memiliki potensi sumber daya
pesisir yang terdiri dari 11 sektor ekonomi kelautan
yang perlu dikelola dan dikembangkan (Lasabuda,
2013). Ekosistem mangrove merupakan salah
satu sektor ekonomi kelautan yang perlu dikelola
dan dikembangkan pada daerah pesisir. Mayoritas
masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan memiliki
mata pencaharian sebagai nelayan. Pada tahun
2020, jumlah rumah tangga perikanan laut
sebanyak 4.540 orang (Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pacitan, 2020). Data Survei Sosio
Ekonomi Nasional (SPenelitian ini berhubungan
dengan nelayan pesisir di Kabupaten Pacitan
dengan kondisi sosial ekonomi nelayan yang
rentan, terlebih dengan adanya perubahan iklim
yang dirasakan dalam beberapa dekade terakhir
ini. Menurut Intergovernmental Panel on Climate
Change (2007), aktifitas manusia berupa emisi
gas rumah kaca memiliki potensi atas terjadinya
perubahan iklim. Salah satu cara untuk mencegah
atau mengurangi dampak pemanasan global
adalah dengan mengembangkan kawasan hutan
mangrove (KKP, 2021). Tanaman mangrove
menjadi salah satu penopang pemanasan dari
perairan laut. Selain itu, mangrove juga berperan
untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan
pesisir. Stuchtey et al. (2020) dalam peneilitiannya
menyatakan bahwa pemerintah melakukan
upaya mitigasi perubahan iklim melalui kawasan
konservasilaut (KKL). Kegiatan KKL berfungsiuntuk
membantu mengatasi dampak perubahan iklim
dengan berfokus pada pengelolaan kawasan dan
penerapan pengetahuan ilmiah untuk mengurangi
stresor, serta memantau kondisi dan tren.
Kegiatan KKL melalui ekosistem mangrove akan
menjaga iklim dan cuaca karena berbagai macam
faktor, salah satunya adalah faktor kerusakan sistem
alam. Hutan mangrove menjadi sumber untuk
menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai,
dan darat dalam rangka membantu terjadinya
iklim dan cuaca yang nyaman untuk mencegah
bencana alam.

Melestarikan hutan mangrove merupakan
tindakan yang tepat dalam menjaga kelestarian
lingkungan. Ekosistem mangrove muncul sebagai
solusi yang berfungsi sebagai penyerap karbon
dan menawarkan perlindungan pantai. Menurut
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan (2020),
panjang pantai di pesisir Kabupaten Pacitan
mencapai 70,709 km. Wilayah pantai memerlukan
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pengelolaan lingkungan karena hutan mangrove
berperan penting bagi berbagai organisme perairan,
melindungi dari abrasi, tsunami dan intrusi air laut.
Di pesisir Kabupaten Pacitan terdapat cemara
udang dan pandanus tectorius atau pandan duri
yang keduanya merupakan mangrove ikutan (Utami
& Luthfi, 2019). Diterangkan lebih lanjut bahwa
mangrove asli masih sangat jarang ditemukan di
pesisir Kabupaten Pacitan karena jenis substrat
merupakan lahan pasir yang luas. Apabila
mangrove asli ditanam, tingkat keberhasilan untuk
hidup sangat kecil, karena secara umum ekosistem
mangrove hidup pada substrat lumpur.Namun, saat
ini masyarakat wilayah pantai di Pacitan sudah
memulai melakukan penanaman mangrove, dan
kesadaran akan pentingnya mangrove sudah mulai
diajarkan di lembaga pendidikan.

Sejak tahun 2002, pemerintah telah
menanam 14,9 juta batang bakau di 119,3
ha wilayah pesisir. Sementara itu, luas hutan
mangrove dunia adalah 16.530.000 ha, sedangkan
Indonesia memiliki 3.490.000 ha atau 21% dari
luas mangrove dunia (KKP, 2021). Kabupaten
Pacitan memiliki potensi mangrove yang terletak
di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo
dengan luas sebesar 2 ha, dan di Teluk Pacitan,
Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan
luas sebesar 5 ha. Jenis mangrove yang ada
pada pesisir Kabupaten Pacitan adalah jenis
Avicennia sp dan Rhizopora sp (Dinas Perikanan
Kabupaten Pacitan, 2018b). Jenis Avicennia sp
dan Rhizopora sp memiliki kekhasan pada
perakaran yang bermanfaat untuk perlindungan
bagi larva dan biota laut lainnya dari ikan
pemangsa (Karimah, 2017). Kekhasan yang dimiliki
ekosistem mangrove yang ada di pesisir Kabupaten
Pacitan dapat menjadi tempat bertelur, pemijah,
berkembang biak, mencari makan berbagai
jenis ikan dan udang kecil. Selain itu, hutan
mangrove juga memiliki fungsi sebagai penahan
abrasi, amukan angin topan, dan tsunami, serta
sebagai penyerap limbah dan pencegah intrusi
air laut. Ekosistem mangrove menjadi habitat
berbagai jenis ikan, kepiting dan kerang dengan
nilai ekonomi tinggi. Hutan mangrove merupakan
tipe hutan tropika dengan ciri khas tumbuh di
sekitar pantai dan di sekitar muara sungai yang
dipengaruhi pasang surut air laut. Memiliki
beberapa jenis tanaman bakau, api-api, nipah,
jeruju dan lain-lain, mangrove tumbuh optimal
pada wilayah pesisir yang memiliki muara sungai
besar dan delta yang aliran airnya banyak
mengandung lumpur (Dinas Perikanan Kabupaten
Pacitan, 2020).
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Mangrove merupakan salah satu ekosistem
pada daerah pesisir. Dalam Shih et al. (2015),
mangrove merupakan jenis vegetasi utama
di sepanjang garis pantai dan dapat tumbuh
pada daerah tropis maupun daerah subtropis.
Pertumbuhan mangrove ditentukan oleh kondisi
lingkungan perairan di antaranya kadar garam
pada air laut, kondisi keasaman tanah, dan iklim
(Mangkay et al., 2012) hal ini membuat hutan
mangrove di setiap daerah memiliki karakteristik
yang berbeda. Dijelaskan lebih lanjut, untuk
menjaga keseimbangan siklus biologi pada
perairan, hutan mangrove juga memiliki manfaat
secara sosial maupun ekonomi yang dapat
dirasakan oleh masyarakat. Namun, masyarakat di
pesisir Kabupaten Pacitan belum mengelola hutan
mangrove dengan baik karena belum menyadari
manfaat mangrove. Oleh karena itu, diperlukan
adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam
mengelola ekosistem hutan mangrove.

Peranan pemerintah diperlukan melalui
pengelolaan hutan mangrove dengan sistem
circular economy sebagai upaya pelestarian hutan
mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan. Moata
et al. (2019) mengatakan bahwa circular economy
diperkenalkan pertama kali di China pada tahun
1998 dan diterima oleh pemerintah pusat secara
formal pada tahun 2002 sebagai strategi baru
pembangunan. Circular economy memiliki tujuan
untuk  mengembangkan ekonomi, menjaga
lingkungan dan memelihara sumber daya. Heshmati
dan Rashidghalam (2021) mengatakan bahwa
konsep circular economy memiliki sifat regeneratif
yang artinya dapat meminimalkan input sumber
daya ekonomi, limbah, emisi, penggunaan energi
dan kebocoran melalui kegiatan pemeliharaan,
perbaikan, penggunaan kembali dan daur ulang.
Penggunaan konsep circular economy, yang
dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian Arninda
& Gravitiani (2021), dapat diterapkan untuk
melakukan pengelolaan hutan mangrove di
daerah pesisir dalam pelestarian lingkungan.
Apabila hutan mangrove hanya dibiarkan tanpa
adanya peraturan dan manajemen pengelolaan
maka nilai manfaat pilihan ekosistem mangrove
pesisir Kabupaten Pacitan lambat laun akan
berkurang. Hal ini akan berdampak pada
pengeluaran biaya yang besar untuk mengatasi
dampak negatif pada masyarakat sekitar.

Manfaat utama hutan mangrove sebagai
keseimbangan ekosistem yakni menyediakan
kebutuhan hidup pada masyarakat dan kebutuhan
pada keanekaragaman flora dan fauna yang ada

di daerah mangrove pesisir kabupaten Pacitan
(Takarendehang et al., 2018). Hutan mangrove
juga memiliki manfaat pada mitigasi perubahan
iklim yang harus dijaga agar terus menjadi kawasan
perlindungan lingkungan pesisir Kabupaten Pacitan
(Senoaji & Hidayat, 2017). Dari segi lingkungan,
hutan mangrove juga bermanfaat untuk menjaga
kestabilan garis pantai, pelindung pantai dari
abrasi, menahan sedimen, serta penyangga
proses intrusi air laut ke arah darat. Manfaat dari
segi sosial ekonomi, hutan mangrove merupakan
penghasil bahan bakar, bahan baku industri,
obat-obatan, perabot rumah tangga, kosmetik,
makanan, tekstil, lem, penyamak kulit, penghasil
bibit/benih ikan, udang, kerang, kepiting, dan
sebagai kawasan wisata, konservasi pendidikan
serta untuk penelitian (Baderan, 2017). Begitu
banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari
hutan mangrove bagi aktivitas manusia maka
diperlukan strategi dalam pelestariannya. Aktifitas
manusia sangat berperan untuk meningkatkan atau
menurunkan kandungan karbon yang terkandung
pada ekosistem mangrove. Penanaman mangrove
akan meningkatkan kandungan karbon, sedangkan
penurunan jumlah mangrove akan menurunkan
kandungan karbon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, wilayah
pesisir merupakan daerah peralihan antara
ekosistem darat dan laut dengan salah satu sumber
daya pesisir adalah mangrove. Hutan mangrove
merupakan ekosistem pada daerah pesisir yang
memiliki manfaat ekologi yang tinggi, tetapi hutan
mangrove juga memiliki ancaman sehingga harus
dikelola secara berkelanjutan agar tetap lestari
(Kay & Jacqueline, 1999). Hutan mangrove memiliki
manfaat ekologi dan manfaat ekonomi sehingga
perlu adanya penilaian atas manfaat ekonomi
yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan
tindakan pengelolaan dan pemanfaatan yang
lebih bijaksana serta berdampak optimal bagi
kehidupan masyarakat terutama masyarakat
pesisir di Kabupaten Pacitan. Mengetahui manfaat
ekosistem mangrove akan memberikan gambaran
nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi dari
ekosistem mangrove yang cukup besar sehingga
perlu pengelolaan hutan mangrove.

Pada tahap awal untuk mengetahui
nilai manfaat ekosistem mangrove, peneliti
menggunakan metode benefit transfer. Metode
benefit transfer digunakan dengan cara menilai
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perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian benefit
tersebut ditransfer untuk memperoleh perkiraan
yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan
(Tahang et al., 2018). Proses pengelolaan hutan
mangrove memerlukan sebuah konsep agar
terjadi proses restorasi dan regenerasi dengan
meminimalkan penggunaan sumber daya yang
terbatas yakni hutan mangrove di Kabupaten
Pacitan. Hal ini dapat dilakukan dengan konsep
circular economy yang merupakan restorasi dan
regenerasi yang dapat dilakukan dalam sebuah
sirkulasi sehingga nilai dari sebuah produk akan
dapat digunakan secara optimal (EMF, 2013).
Pada hutan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan
diperlukan konsep circular economy yang fokus
pada kegiatan optimalisasi pengelolaan sirkulasi
sebuah produk berupa ekosistem mangrove.
Kegiatan ini dilakukan sebelum nilai dari ekosistem
mangrove berakhir pada tempat pembuangan.
Ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan
perlu dikelola dengan konsep circular economy
karena pentingnya manfaat hutan mangrove.

Konsep circular economy pada hutan
mangrove menerapkan sebuah kegiatan regenerasi
dan perbaikan sehingga dapat diterapkan pada
setiap keragaman hayati yang ada pada hutan
mangrove. Konsep circular economy difokuskan
pada pengelolaan hutan mangrove agar terjadi
proses restorasi dan regenerasi yang dimulai dari
kegiatan pembibitan, penanaman, perawatan hingga
manajemen ekowisata. Melalui konsep tersebut,
akan terbangun pola interaksi antara user dan
sistem circular economy dalam pengelolaan hutan
mangrove. Pola interaksi user berupa kerjasama
antaramasyarakatdan pemerintah dalammemantau
keadaan dan mengelola hutan mangrove melalui
circular economy, mulai dari keberadaan program
yang diberikan (kegiatan pembibitan, penanaman,
perawatan hingga manajemen ekowisata),
keadaan hutan mangrove, fungsi pengelolaan, dan
pengelolaan sampah (Ripanti, 2019). Berdasarkan
konsep circular economy, pengelolaan sampah
bertujuan untuk  mengembangkan  ekonomi,
menjaga lingkungan dan memelihara sumber
daya dengan mempertimbangkan keseimbangan
antara ekonomi dan ekosistem dengan 3R yaitu
reduce, reuse, dan recycle (Arninda & Gravitiani,
2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui manfaat pilihan yang diukur dari nilai
keanekaragaman hayati (biodiversity) ekosistem
mangrove di daerah pesisir Kabupaten Pacitan
dengan menggunakan metode benefit transfer.
Kemudian, hasil dari nilai keanekaragaman hayati
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dapatdigunakan sebagai acuan dalam melestarikan
ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan
berdasarkan circular economy.

Lokasi penelitian pada penelitian ini berada
di daerah pesisir Kabupaten Pacitan yang memiliki
potensi ekosistem manggrove, yakni terletak di
Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, dan di
Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan
Pacitan. Penelitian dilaksanakan pada bulan
Mei sampai dengan Juni 2021 menggunakan
pendekatan analisis deskriptif atas data-data literer
yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini
menggunakan sumberdata sekunderyangdiperoleh
dari buku, jurnal, media massa atau elektronik,
kajian peraturan-peraturan serta sumber lain yang
membahas pengelolaan ekosistem mangrove,
circulareconomydan benefittransfer. Data sekunder
berupa luas hutan mangrove dan jenis tumbuhan
mangrove diambil dari situs web Dinas Perikanan
Kabupaten Pacitan; sistem circular economy dalam
pengelolaan hutan mangrove diambil dari jurnal
(Dennis et al., 2015; Ripanti & Tjahjono, 2019;
Bernon et al., 2018; Ripanti, 2019); penghitungan
nilai  keanekaragaman hayati  (biodiversity)
menggunakan acuan jurnal (Ruitenbeek, 1992;
Osmaleli, 2014); peraturan perundang-undangan
dalam pengelolaan hutan mangrove diambil dari
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pemerintah
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia.

Penelitian ini  menggunakan kerangka
pendekatan penelitian mengenai nilai manfaat
ekonomi pengelolaan ekosistem mangrove pesisir
Kabupaten Pacitan berdasarkan circular economy.
Kerangka pendekatan penelitan mengenai
manfaat ekonomi merupakan salah satu cara untuk
mengetahui nilai keanekaragaman hayati berupa
flora dan fauna yang ada pada daerah mangrove
pesisir kabupaten Pacitan. Nilai pilihan mengacu
kepada nilai dari penggunaan hutan mangrove yang
memiliki karakteristik berbeda di setiap daerah.
Dalam hal ini, pemanfaatan hutan mangrove ada
yang dikonservasi menjadi perumahan, tambak
atau digunakan untuk kegiatan aktivitas ekowisata
skala besar. Konsep yang digunakan untuk melihat
manfaat ekonomi berupa nilai pilihan yang diukur
dari nilai keanekaragaman hayati (biodiversity)
ekosistem mangrove pada daerah pesisir
Kabupaten Pacitan (Pearce & Moran, 1994). Nilai
keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai
acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove
pesisir Kabupaten Pacitan berdasarkan circular
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economy. Metode yang digunakan untuk melihat
nilai dari ekonomi berupa nilai pilihan, yakni metode
benefit transfer. Kerangka pendekatan penelitian
dapat dilihat pada Gambar 1.

Tahapan analisis dalam penelitian ini
dilakukan melalui penilaian manfaat pilihan pada
ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan
menggunakan metode benefit transfer untuk
menilai perkiraan benefit dari daerah lain untuk
sumber daya yang tersedia. Kemudian, benefit
ditransfer untuk mendapatkan perkiraan kasar
mengenai manfaat dari lingkungan. Teknik benefit
tfransfer digunakan dalam penelitian ini untuk
melihat nilai pilihan yang diukur berdasarkan nilai
keanekaragaman hayati. Teknik ini sangat tepat
digunakan terutama karena penelitian ini mencakup
ekosistem mangrove dengan luas tertentu untuk
mengestimasi manfaat nilai pilihan mangrove
pesisir Kabupaten Pacitan dengan mengadaptasi
estimasi nilai keragaman hayati. Menurut
Ecosystem Valuation Organization (2022), metode
benefit transfer digunakan untuk mengestimasi
nilai ekonomi jasa ekosistem dengan mentransfer
informasi yang tersedia dari studi yang sudah
ada di lokasi lain.

(Choirunnisa, L.A.D dan Grdfitiani, E., et al)

penggunaan teknik  benefit transfer yaitu
penghematan dalam hal biaya dan waktu,
kemudahan dalam penyesuaian terhadap orang-
orang yang terkena dampak, dan kebanyakan

teknik ini dipertahankan untuk transfer nilai
ekonomi (Asian Development Bank, 1996;
Barbera, 2010). Metode vyang dilakukan
adalah dengan menghitung manfaat atas
keanekaragaman hayati  (biodiversity) pada
mangrove pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai

yang digunakan adalah nilai dari hasil penelitian
(Ruitenbeek, 1992) pada Teluk Bintuni, Papua

Barat yaitu US$15/ha/tahun. Nilai ini dapat
dipakai  untuk seluruh  hutan  mangrove
yang ada di seluruh wilayah Indonesia
karena ekosistem hutan mangrove secara

ekologis dinilai penting dan tetap terpelihara
(Tahang et al., 2018). Pada penelitian Paes et
al. (2019), nilai pilihan dihitung berdasarkan
kesepakatan, yakni berdasarkan luasan mangrove
yang dikalikan dengan harga mangrove. Hasil
penelitian Tahang et al. (2018) menunjukkan
bahwa jenis mangrove yang mendominasi di
antaranya Avicennia sp dan Rhizopora sp,

) . dan ekosistem mangrove memiliki jenis dan
Beberapa kelebihan dari L
karakteristk yang sama dengan mengrove
Permasalahan Ekosistem Mangrove +—

e Masyarakat masih belum menyadari bahwa mangrove memiliki
banyak manfaat secara ekologi, sosial dan ekonomi.
e Pengelolaan mangrove perlu dilakukan karena pentingnya

manfaat bagi daerah pesisir

v

N

/Pengelolaan hutan mangrove agar terjadi proses restorasi\
dan regenerasi merupakan langkah awal pencegahan
kerusakan ekosistem harus dilakukan melalui data-data
pendukung. Pengelolaan melalui circular economy mulai
dari keberadaan program yang diberikan (pembibitan,
penanaman, perawatan, dan manajemen ekowisata),
keadaan hutan mangrove, fungsi pengelolaan; dan
pengelolaan sampah.

/

v

Penelitian manfaat ekonomi berupa nilai pilihan yang
diukur dari nilai keanekaragaman hayati (biodiversity)
menggunakan metode benefit transfer sebagai data
pendukung dan rekomendasi kebijakan pengelolaan pesisir

v

Rekomendasi hasil penelitian pada pengelolaan
hutan mangrove secara circular economy

]i

Gambar 1. Kerangka Pendekatan Penelitian.
Figure 1. Research Approach Framework.
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yang ada di daerah pesisir Kabupaten Pacitan.
Perbedaan terletak pada Iluasan ekosistem
mangrove pada Teluk Bintuni seluas 225.367
yang merupakan mangrove terbaik di dunia
setelah Raja Ampat, dan memiliki luas 10% dari
luas ekosistem mangrove di Indonesia (Jubi.co.id,
2019). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pada tahun
1980 World Wild Foundation mengusulkan agar
hutan mangrove di Teluk Bintuni masuk ke dalam
cagar alam, dan usulan tersebut ditindaklanjuti
oleh Konservasi Internasional (Cl).

Agar hasil dari perhitungan nilai menjadi
aktual, transfer dilakukan dengan menyesuaikan
tahun penelitian. Berdasarkan penelitian Lugina
et al. (2019), untuk mengetahui nilai manfaat
mangrove di Kelurahan Kutawaru, Desa Pemogan,
dan Kelurahan Tuban, Mandela et al. (2020)
melakukan penelitian tentang valuasi ekonomi
hutan mangrove di Kecamatan Mandah, Provinsi
Riau dengan menggunakan pendekatan benefit
tfransfer. Pendekatan dilakukan untuk menilai
biodiversity, kemudian disesuaikan berdasarkan
tingkat upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan
upah munimum rata-rata nasional dengan rumus
sebagai berikut (Osmaleli, 2014; Lugina et al.
2019; Mandela et al. 2020):

\ =V

2021 1992 (

1+ )t
Keterangan:

V = Nilai biodiversity

i = Tingkat suku bunga (%)
t = Banyaknya waktu (tahun)

Nilai manfaat ditransfer sesuai dengan daya
beli dan harga-harga di Kabupaten Pacitan karena
daya beli dan harga-harga yang berlaku di Teluk
Bintuni, Papua Barat diasumsikan memiliki nilai
manfaat yang berbeda. Dalam hal ini, agar nilai
dari hasil perhitungan yang diperoleh lebih akurat
maka digunakan rumus di bawah ini:

N =V x M UMK Kabupaten Pacitan )
UMP Papua Barat
Keterangan:
N = Nilai biodiversity mangrove di Kabupaten
Pacitan tahun 2021 (Rp/ha/tahun)
V = Nilai biodiversity mangrove di Papua
Barat (Rp/ha/tahun)
M = Luas ekosistem mangrove (ha)
UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp)
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1. Nilai Ekonomi Manfaat Pilihan pada
Ekosistem Mangrove Pesisir Kabupaten
Pacitan

Nilai ekonomi manfaat pilihan dalam
penelitian ini berdasarkan nilai penggunaan

lain dari hutan mangrove. Berbeda dengan
karakteristik hutan mangrove pada daerah lain
yang dikonversi menjadi perumahan, tambak
hingga aktivitas ekowisata, hutan mangrove
pesisir Kabupaten Pacitan sampai dengan saat
ini tidak dimanfaatkan untuk penggunaan lain.
Oleh karena itu, nilai pilihan hutan mangrove
pesisir Kabupaten Pacitan dilihat melalui nilai
keanekaragaman hayati (biodiversity). Kegiatan
penanaman bibit pada hutan mangrove oleh
Pemerintah Kabupaten Pacitan tanpa adanya
dukungan pelestarian dari masyarakat akan
mengakibatkan terbengkalainya berbagai jenis
flora dan fauna di hutan mangrove. Untuk itu,
nilai pilihan diukur dalam penelitian ini digunakan
untuk menghitung nilai keanekaragaman hayati
(biodiversity) flora dan fauna ekosistem mangrove.

Teknik dalam menghitung nilai
keanekaragaman hayati (biodiversity) di daerah
penelitian ini berbeda dengan lokasi lain
secara umum yang mengalikan nilai benefit
keanekaragaman hayati (biodiversity) (Ruitenbeek,
1992) dengan luas area mangrove pada daerah
penelitian. Di lokasi penelitian, perhitungannya
menggunakan nilai transfer agar dihasilkan
nilai yang lebih akurat dan mendekati nilai yang
sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian, nilai
keanekaragaman hayati (biodiversity) di lokasi
penelitian sebesar US$15 per ha, dengan nilai
tukar rupiah 1 US$ sebesar Rp14.250,00 (per 8
Juni 2021). Kemudian, nilai tersebut ditransfer
dari tahun 1992- 2021 dengan menggunakan
UMR Kabupaten Pacitan dan UMP lIrian
Barat serta jumlah suku bunga pada tahun
penelitian sehingga akan mendapatkan nilai
keanekaragaman hayati (biodiversity) ekosistem
mangrove pesisir Kabupaten Pacitan pada dua
lokasi dengan luas mangove 7 ha sebesar
Rp1.018.470,00/ha/tahun (tabel 1).

Berdasarkan nilai ekonomi manfaat pilihan
atas hutan mangrove pesisir Kabupaten Pacitan
di atas, jika dibandingkan dengan daerah lain
akan didapatkan hasil yang berbeda. Perbedaan
nilai ekonomi manfaat pilihan hutan mangrove
bervariasi karena setiap hutan mangrove memiliki
keanekaragaman hayati dan luas hutan mangrove
yang berbeda. Penelitian sebelumnya yang
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dilakukan oleh Osmaleli (2014) di Desa Pabean
Udik, Kabupaten Indramayu menggunakan metode
perhitungan yang sama dan memperoleh nilai
sebesar Rp654.160,00/ha/tahun. Perbedaan nilai
tersebut dikarenakan adanya perbedaan nilai dalam
perhitungan keanekaragaman hayati (biodiversity),
salah satunya karena luas mangrove Pabean
Udik (58,05 ha) lebih luas dibandingkan dengan
Kabupaten Pacitan (7 ha).

Tabel 1. Nilai Ekonomi Manfaat Pilihan Ekosistem
Mangrove Pesisir Kabupaten Pacitan
Tahun 2021.

Table 1. The Economic Value of Option Value
Coastal Mangrove Ecosystems in Pacitan
Regency in 2021.

Uraian/ Description Nilai/Value
Nilai biodiversity (US$ per ha) 15

Kurs (1 US$ = Rp) 14.250,00
UMP Papua Barat (Rp) 2.881.160,00
UMK Kabupaten Pacitan (Rp) 1.961.154,00
Luas Mangrove (ha) 7
Tingkat Suku Bunga (%) 3,5
Nilai Ekonomi Biodiversity 1.018.470,00
(Rp/Ha/Tahun)

2. Pengelolaan Ekosistem Mangrove Pesisir
Kabupaten Pacitan Berdasarkan Circular
Economy

Nilai ekonomi  ekosistem  mangrove
Kabupaten Pacitan memiliki peran yang penting
pada kesejahteraan terutama pada masyarakat
di pesisir melalui pembangunan ekonomi.
Peranannya juga harus seimbang dengan investasi
terhadap konservasi ekosistem mangrove. Oleh
karena itu, hasil dari nilai manfaat akan menjadi
dasar untuk para pemegang kebijakan untuk
mengelola keragaman hayati yang terdapat pada
hutan mangrove sehingga terjaga kelestarian
ekosistemnya, serta memberikan jasa lingkungan
untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah.
Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem
mangrove pesisir Kabupaten Pacitan juga perlu
dikelola dengan konsep berdasarkan proses
restorasi dan regenerasi dengan meminimalkan
penggunaan sumber daya terutama pada sumber
daya yang terbatas. Hal ini dapat dilakukan
dengen konsep circular economy yang merupakan
restorasi dan regenerasi yang dapat dilakukan
dalam sebuah sirkulasi sehingga nilai dari sebuah
produk dapat digunakan secara optimal (EMF,
2013). Lebih lanjut, EMF (2013) membagi circular
economy menjadi dua jenis, yakni secara teknis
dan biologis, namun memiliki proses yang serupa.

Menurut Stahel (2012), prinsip circular economy
menguntungkan dan efisien sumber daya karena
nilai dipertahankan, aliran melingkar, hemat biaya,
penggunaan embali, perbaikan, pembuatan ulang
dan membutuhkan pasar.

Pengelolaan hutan mangrove dengan sistem
circular economy diperlukan untuk pelestarian
hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan.
Jenis tumbuhan mangrove yang ada di pesisir
Kabupaten Pacitan, yakni Avicenia sp dan
Rizophora sp, memiliki kekhasan pada perakaran
yang bermanfaat untuk perlindungan bagi larva
dan biota laut lainnya dari ikan pemangsa
(Karimah, 2017). Kekhasan yang dimiliki ekosistem
mangrove yang ada di pesisir Kabupaten
Pacitan dapat menjadi tempat bertelur, pemijah,
berkembang biak, mencari makan berbagai
jenis ikan dan udang kecil. Ekosistem mangrove
di pesisir Kabupaten Pacitan menjadi habitat
berbagai jenis ikan, kepiting dan kerang dengan
nilai ekonomi tinggi. Pelaksanaan rehabilitasi
hutan dilakukan melalui beberapa regulasi
yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya
pelestarian hutan mangrove, di antaranya melalui
kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam Peraturan Pemerintah dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati. Dalam peraturan dan undang-undang
tersebut dinyatakan bahwa rehabilitasi hutan dan
lahan dapat dilakukan dengan kegiatan antara lain
reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan
tanaman, teknik konservasi vegetatif dan sipil
teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Secara teknis, terdapat beberapa regulasi
yang telah dikeluarkan pemerintah terkait
pengelolaan hutan mangrove melalui penyesuaian
kegiatan di lapangan dengan konsep circular
economy. Regulasi tersebut diharapkan dapat
melestarikan hutan mangrove yang didukung
oleh berbagai pihak di antaranya kontribusi dari
masyarakat sekitar daerah hutan mangrove.
Kontribusi masyarakat dalam memahami manfaat
hutan mangrove berguna untuk menjaga kualitas
lingkungan, misalnya dengan beberapa kegiatan
dalam bersih-bersih sampah dengan memisahkan
sampah yang ada pada ekosistem mangrove
berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik
sebelum diserahkan ke bank sampah.

Adanya beberapa regulasi dan peraturan
pengelolaan pada hutan mangrove pada pesisir
Kabupaten Pacitan, pada tahun 2018 dilakukan
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kegiatan penanaman mangrove di Teluk Pacitan

Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan
sebanyak 16.000 pohon. Kegiatan tersebut
dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten

Pacitan bekerja sama dengan Dinas Kelautan
dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dengan melakukan penanaman bibit. Selain itu,
terdapat juga kegiatan yang dilakukan bersama
dengan berbagai kelompok masyarakat pesisir di
antaranya KUB (Kelompok Usaha Bersama), HNSI
(Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Cabang
Pacitan, dan Penyuluhan Perikanan KKP dan
Masyarakat Pesisir pada sekitar daerah tersebut
(Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 2018a). Pada
tahun yang sama juga dilakukan penanaman pohon
mangrove sebanyak 3.000 pohon di pesisir Desa
Sidomulyo oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan
bersama dengan masyarakat sekitar. Kegiatan
penanaman bibit dilakukan bersamaan dengan
pembekalan yang disampaikan oleh Kepala UPT
P2SKP Tamperan tentang pentingnya menjaga
kelestarian wilayah pesisir dengan harapan
masyarakat dapat menjaga ekosistem mangrove
(Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Timur, 2018). Penanaman 3.000 Mangrove juga
dilakukan kembali pada tahun 2019 di Desa
Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo. Pada tahun
selanjutnya, sebanyak 3.000 bibit mangrove
didapatkan ketika ulang tahun ke-21 BUMN melalui
PT. Industri Kereta Api (INKA) yang diberikan
kepada Pemerintahan Desa Sidomulya, lengkap
dengan alat pemeliharaannya (Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, 2019).
Di pesisir Kabupaten Pacitan telah dilakukan
pembibitan dengan pembekalan pengetahuan
mengenai pelestarian untuk menjaga ekosistem
mangrove, namun potensi hidup hasil tanam hanya
20% dikarenakan perawatannya dianggap sulit
(Radar Madiun, 2022).

Sampah menjadi salah satu penyebab
kegagalan bibit mangrove untuk hidup. Bibit yang
masih muda mudah patah saat terseret batang
kayu. Berbagai macam jenis sampah terbawa
dari aliran Sungai Grindulu yang mengaliri empat
kecamatan, berupa sampah rumah tangga hingga
bongkahan kayu. Beberapa masyarakat sekitar
sudah ada yang sadar akan manfaat mangrove dan
menjaga bibit mangrove dengan menanam ulang
ratusan mangrove yang hanyut terseret batang
kayu. Sekitar dua puluh ribu batang mangrove telah
dihabiskan untuk menghijaukan kawasan di muara
sungai Grindulu Pacitan hingga teluk Pacitan di
Kelurahan Sidoharjo. Beberapa batang berhasil
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tumbuh dengan baik, dan tingginya ada yang lebih
dari dua meter.

Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Unit Bisnis
Jasa Operasi dan Pemeliharaan (UBJOM) juga
melakukan kegiatan bersih sampah plastik pada
kawasan konservasi ekosistem mangrove di Desa
Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo. Karyawan dan
jajaran UBJOM Pacitan turut serta dalam kegiatan
bersih sampah dengan melibatkan masyarakat
sekitar. Kegiatan bersih sampah menjadi agenda
rutin yang dilakukan masyarakat beserta puluhan
karyawan UBJOM Pacitan yang beramai-ramai
membersihkan sampah. Sampah itu dipisahkan
antara yang organik dan anorganik sebelum
diserahkan ke bank sampahterdekat. Pembangkitan
Jawa Bali (PJB) UBJOM Pacitan dengan Komunitas
Mangrove Pacitan Indonesia (KMPI) bersepakat
untuk menjaga awasan konservasi tersebut agar
dapat mandiri dan sebagai contoh bagi lokasi
ekosistem mangrove di daerah lain. Kegiatan yang
dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia
menjadi bersih dan bebas sampah adalah dengan
mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan cinta
lingkungan yang berkelanjutan.

Penerapan konsep circular economy dapat
dilakukan melalui kegiatan teknis maupun biologis.
Pada material teknis, sistem informasi dalam
mengelola hutan mangrove berdasarkan circular
economy juga dapat dikombinasikan menggunakan
System Development Life Cycle (SDCL) (Dennis
et al, 2015). Sistem SDCL digunakan untuk
membangun sistem informasi dalam mengelola
hutan mangrove yang memiliki empat tahapan,
antara lain perencanaan, analisis, perancangan,
dan implementasi. Pengelolaan hutan tanaman
mangrove dirancang agar pengelolaannya dapat
optimal dalam sebuah sirkulasi. Pada sistem ini
terdapat dua pihak yang sangat penting sebagai
penentu dan perlu adanya interaksi keduanya
dalam pengelolaan ekosistem mangrove, yaitu
masyarakat dan pemerintah. Gambar untuk pola
interaksi antara user dan sistem circular economy
dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dilihat
pada gambar 2.

Pada gambar 2 terlihat bahwa perlu adanya
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove
melalui sistem circular economy yang berfokus
pada pengelolaan keragaman hayati (biodiversity)
pada hutan mangrove, dimulai dari pembibitan,
penanaman, perawatan, hingga manajemen
ekowisata. Sistem tersebut memungkinkan
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Gambar 2. Pola Interaksi Antara User dan Sistem Circular Economy Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove.

Figure 2. Patterns of Interaction Between Users And Circular Economy System in Mangrove Forest

Management.
Sumber: (Ripanti, 2019)/Source: (Ripanti, 2019).

masyarakat dan pemerintah memantau keadaan
dan mengelola hutan mangrove mulai dari
keberadaan program yang diberikan, keadaan
hutan mangrove, fungsi pengelolaan, dan
pengelolaan sampah (Ripanti, 2018). Berdasarkan
tujuan dari circular economy, pengelolaan sampah
bertujuan untuk  mengembangkan  ekonomi,
menjaga lingkungan, dan memelihara sumber daya
dengan mempertimbangkan keseimbangan antara
ekonomi dan ekosistem dengan 3R vyaitu reduce,
reuse, dan recycle (Arninda & Gravitiani, 2021).
Konsep circular economy pada hutan mangrove
menerapkan sebuah kegiatan regenerasi dan
perbaikan sehingga dapat diterapkan pada setiap
keragaman hayati yang ada di hutan mangrove.

Secara lebih spesifik dalam circular economy,
Ripanti dan Tjahjono (2019) mengungkapkan
bahwa pengelolaan hutan mangrove yang dapat
dilakukan di antaranya waste elimination, yaitu
secara sistematis dengan mengurangi dan
menghilangkan limbah dengan menjadikan area
mangrove sebagai penampung terakhir bagi
limbah padat dan cair dari industri, serta dari
perkampungan hulu yang terbawa arus menuju
muara sungai dan laut lepas. Penumpukkan
limbah akan terjadi terutama jika polutan yang
masuk ke dalam lingkungan estuari melebihi
kemampuan pemurnian alami oleh air. Kegiatan
pengelolaan sampah pada ekosistem mangrove di
pesisir Kabupaten Pacitan sudah mulai dilakukan
oleh masyarakat yang telah sadar akan manfaat

hutan mangrove, namun belum terintegrasi dengan
sistem sehingga tidak dapat dilakukan pelacakan.

Mangrove alami berperan efektif dalam
melindungi pantai dari tekanan alam dan erosi
(Mulyadi et al., 2009); systems thinking, merupakan
komponen dalam konsep yang terintegrasi dan
memengaruhi satu sama lain; technology-driven
yang merupakan teknologi yang disesuaikan
secara ekonomi diadopsi untuk proses pelacakan;
economic optimisation untuk mempertimbangkan
benefit yang didapatkan sehingga akan tangguh
secara ekonomi; collaborative network untuk
kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan
sektor industri atau antara berbagai sektor untuk
mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, seluruh
kegiatan dikombinasikan pada objek hutan
mangrove yang telah diidentifikasi sehingga proses
pengelolaan dapat tercapai secara bersamaan.
Pengelolaan pada hutan mangrove secara
spesifik akan melibatkan sebuah aplikasi sehingga
masing-masing objek dapat dipantau dan dapat
dilihat bagaimana hubungan tokoh utama, yakni
pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola
hutan mangrove (Ripanti, 2019). Perhitungan nilai
ekonomi pada hutan mangrove pesisir Kabupaten
Pacitan pada tahun 2021 ini merupakan nilai dari
manfaat mangrove bagi masyarakat. Apabila hutan
mangrove mengalamitekanan, tidak ada peraturan,
bahkan tidak memiliki manajemen pengelolaan,
nilai manfaat pilihan ekosistem mangrove pesisir
Kabupaten Pacitan lambat laun akan berkurang
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dan berdampak pada besarnya biaya pengeluaran
untuk mengatasi dampak negatif pada masyarakat
sekitar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara
pemerintah dengan masyarakat dalam pelestarian
ekosistem mangrove melalui konsep circular
economy. Dengan adanya aplikasi ini, kegiatan
circular economy dalam pengelolaan hutan
mangrove juga dapat dipantau, di antaranya dapat
melihat jumlah pengunjung, bibit, keragaman
hayati berupa flora fauna, peningkatan program
pemerintah, dan jumlah sampah yang dihasilkan
oleh hutan mangrove. Berbagai informasi yang
didapatkan tersebut akan bermanfaat untuk
pemerintah sebagai kontrol dalam pelestarian
melalui circular economic pada hutan mangrove.
Selain itu, manfaat bagi masyarakat juga penting,
yakni adanya kontribusi secara langsung atas
kelestarian ekosistem mangrove pesisir Kabupaten
Pacitan.

Berdasarkan kegiatan pengelolaan
ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan
di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, dan di
Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, telah terjalin
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove
melalui sistem circular economy yang berfokus pada
pengelolaan keragaman hayati (biodiversity) yang
ada di hutan mangrove, dimulai dari pembibitan,
penanaman, perawatan hingga manajemen
ekowisata. Namun demikian, kegiatan perawatan
terkendala  permasalahan sampah  berupa
sampah rumah tangga hingga bongkahan kayu.
Masyarakat sekitar sudah menjaga bibit mangrove
dengan menanam ulang ratusan mangrove yang
hanyut terseret batang kayu, membersihkan
sampah, memisahkan sampah berdasarkan
jenis sampah organik dan anorganik sebelum
diserahkan ke bank sampah. Pembersihan
sampah oleh warga sekitar dilakukan secara rutin.
Selain itu, pengembangan ekowisata dilakukan
dengan memaksimalkan potensi wisata Pantai
Taman vyang memiliki ekosistem mangrove
dengan membangun shelter untuk pemberdayaan
masyarakat.  Shelter itu  dibangun  untuk
memaksimalkan potensi wisata Pantai Taman
yang ada di Kecamatan Ngadirojo dengan
tujuan memberi efek peningkatan kesadaran
wisata yang sejalan dengan program konservasi
berbasis mangrove menuju wisata bersih sehat
(WBS). Melalui sarana shelter, masyarakat di
sekitar pesisir diharapkan dapat lebih menjaga
awas-aset awasan wisata dan menunjang
kenyamanan berwisata bagi wisatawan serta
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mampu memperbaiki pantai Taman dari segi
estetika dan penataan ruang.

Identifikasi pengelolaan hutan mangrove

melalui  sistem  circular economy  harus
dikombinasikan dengan seluruh objek yang
ada di hutan mangrove. Pengelolaan hutan

mangrove secara spesifik akan melibatkan aplikasi
sehingga hubungan pemerintah dan masyarakat
selaku pengelola hutan mangrove serta seluruh
objek pada hutan mangrove dapat dipantau
(Ripanti, 2019). Penggunaan aplikasi dalam
pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten
Pacitan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo
dan di Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo,
Kecamatan Pacitan berdasarkan circular
economy diperlukan untuk membantu dalam
memantau jumlah pengunjung, bibit, keragaman
hayati berupa flora fauna, meningkatkan
program pemerintah, dan jumlah sampah yang
dihasilkan oleh hutan mangrove. Kegiatan
pengelolaan  hutan mangrove berdasarkan
sistem circular economy harus diintegrasikan
dengan aplikasi agar memberikan manfaat
untuk pemerintah dan masyarakat dalam proses
pengelolaan ekosistem hutan mangrove secara
berkelanjutan. Manfaat untuk pemerintah yakni
sebagai kontrol dalam pelestarian melalui circular
economy hutan mangrove, sedangkan manfaat
untuk masyarakat yakni dapat berkontribusi
secara langsung atas kelestarian ekosistem
mangrove pesisir Kabupaten Pacitan.Pelestarian
menggunakan konsep circular economy dapat
meningkatkan nilai manfaat secara sosial
ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan
masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan meningkat.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan
mangrove pesisir Kabupaten Pacitan yang dinilai
berdasarkan keanekaragaman hayati (biodiversity)
di lokasi penelitian sebesar US$15 per ha, dengan
nilai tukar rupiah 1 US$ sebesar Rp14.250,00 (pada
8 Juni 2021). Kemudian, nilai tersebut ditransfer
dari tahun 1992-2021 dengan menggunakan
UMR  Kabupaten  Pacitan dan lIrian Barat
serta jumlah suku bunga pada tahun penelitian
sehingga didapatkan nilai keanekaragaman
hayati  (biodiversity). Nilai keanekaragaman
hayati (biodiversity) ekosistem mangrove pesisir
Kabupaten Pacitan yang terdapat di dua lokasi,
yakni di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo
dan di Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo,
Kecamatan Pacitan dengan luas mangove 7 ha
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sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi
manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir
Kabupaten Pacitan diharapkan dapat menjadi
acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan
pengelolaan ekosistem mangrove. Apabila hutan
mangrove hanya dibiarkan tanpa ada peraturan,
bahkan tidak memiliki manajemen pengelolaan
yang diintegrasikan dengan aplikasi, nilai manfaat
pilihan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten
Pacitan lambat laun akan berkurang tanpa
adanya pemantauan, dan akan berdampak pada
pengeluaran biaya yang besar untuk mengatasi
dampak negatif pada masyarakat sekitar. Kegiatan
pengelolaan hutan mangrove yang terintegrasi
dengan sebuah aplikasi bertujuan untuk memantau
masing-masing objek yang terdapat pada hutan
mangrove serta memantau hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola
ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan.
Dengan demikian, pengelolaan hutan mangrove
dapat terkontrol dengan baik dan bermanfaat
secara ekologis maupun sosial ekonomi bagi
masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan
hutan mangrove yang terintegrasi dengan aplikasi
akan memberikan manfaat dan dapat dirasakan
oleh masyarakat dalam kegiatan sosial ekonominya
secara berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan pengelolaan sampah
juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R
yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pengelolaan
keanekaragaman hayati pada ekosistem mangrove
di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, dan di
Teluk Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan
Pacitan terhambat akibat sampah rumah tangga
dan bongkahan kayu. Kegiatan yang dilakukan
oleh masyarakat sekitar memerlukan dukungan
dari pemerintah dengan membuat kebijakan
yang mengedepankan nilai-nilai cinta lingkungan
yang berkelanjutan pada ekosistem mangrove.
Pengelolaan  berdasarkan  sistem  circular
economy yang terintegrasi dengan aplikasi akan
mendorong tumbuh kembang hutan mangrove
secara pesat, menambah nilai keanekaragaman
biodiversity, dan menambah manfaat yang diterima
oleh masyarakat sekitar.
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